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BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten

Malang, yang dalam hal ini diwakili kuasanya yakni CHUSNUL ASJHAR, S.H. Advokat, yang

beralamat kantor di Jalan Adi Karya No. 120 Kepanjen Kab. Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten

Malang, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Oktober 2009 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4061/Pdt.G/2009/

PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon clan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pemikahan pads tanggal
20 Maret 2009 yang dicatatkan pads Pegawai Pencatat Akta Nikah kantor Urusan Agama
Kecamatan WagirKabupaten Malang ( Buku Nikah telampir) ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon clan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Dusun
Sukoanyar RT. 21 / RW.07, Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir-Kabupaten Malang sampai
sekarang dalam rumah tangga yang tentram clan bahagia sebagaimana layaknya suami istri yang
ba'daddlukhul, namun sampai kini Pemohon clan Termohon masih belum di karuniai anak ;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon clan Termohon yang semula tentram clan bahagia tersebut sejak
2006 mulai goyah dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan
3.1. Termohon sangat egois dan berani pada Pemohon.

3.2. Pemohon clan Termohon sering terjadi peselisihan pendapat.

3.3. Termohon kurang nriman terhadap belanja dad Pemohon (serba kurang).
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Bahwa denéﬁln keadaan mﬁlah tangga teraabut diatas, Pemohon senantiasa bersabar clan berharap
putus ama aguné.go.l

Termohon akan berubah menjadi baik, namun ternyata makin lama sikap Termohon kepada Pemohon

ticlak bertambah baik sehingga rumah tangga Pemohon clan Termohon senantiasa dihiasi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus klimaknya pada awal bulan juli 2009 yang tidak dapat

dirukunkan kembali, disebabkan

4.1. Tersebut pada nomor 3.1, 3.2 clan 3.3 di atas.

4.2. Termohon berani melawan Pemohon maupun keluarganya.

4.3. Bila Pemohon menasihatinya malah clitentang oleh Termohon

5. Bahwa akibat dan ujud dari poin 4 di atas, adalah sebagai berikut :

5.1. Antara Pemohon clan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, suasana rumah tangga ticlak
tentram dan tidak bahagia lagi ;

5.2. Antara Pemohon clan Termohon sudah tidak ada perasaan sakinah maawadda waarohmah
sehingga maksud dan tujuan pasal 1 UU NO tahun 1974 ticlak tercapai.

5.3. Sejak awal Juli 2009 Pemohon tanpa pamit telah pergi meninggalkan Termohon dan tidak ingin
kembali pulang dimana semula Pemohon dan Termohon tinggal dan kini Pemohon tinggal
dirumah orang tua Pemohon Desa Karangsuko RT.07/RW.02, Kecamatan Pagelaran —
Kabupaten Malang.

5.4. Sejak awal Juli 2009 s/d didaftarkannya perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang,
terhtung selama 3 bulan 20 had, Pemohon clan Termohon telah pisah tempat tinggal clan
ranjang ;

6. Bahwa oleh karena tersebut pads poin.4 dan 5 di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup
berumah tangga dengan Termohon, demi kemaslakhatan Pemohon clan Termohon, solusinya
Pemohon lewat kuasa hukumnya mengajukan permohon Cerai Talak pada Pengadilan Agama
Kabupaten Malang ;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berclasarkan hal-hal yang terurai di atas, Pemohon mohon Kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama

Kabupaten Malang, berkenan untuk memanggil Pemohon clan Termohon, memeriksa serta mengadili

perkara ini, selanjutnya memutuskan dengan amamya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada did Termohon

3. Membebankan biaya perkara pads Pemohon ;

SUBSIDAIR:
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AB%H&SS?P%%IW aﬁ{%ﬂ’& glﬁﬂ)b\pétgq C}\/Ialang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Pemohon
telah hadir, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya,
meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu
halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi
tidak berhasil maka dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti
surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Nomor :

679/61/111/2000 Tanggal 20 Maret 2000; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Kabupaten Malang;,

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;

- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bertempat tinggal dirumah Termohon, dan
mereka belum dikaruniai anak, kemudian mereka tidak rukun bahkan pisah rumah selama 4 bulan
namun saksi tidak tahu masalahnya;

Saksi II :, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang plitur, tempat kediaman di Kabupaten Malang,

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering bertengkar karena
ekonomi akibatnya mereka pisah rumah selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan
apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara

pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNY A
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di

atas;
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%ﬁ‘ﬁ?gﬁ“ﬁﬁ gﬁkkvsgiml\/é 'gbsu}rllaé(.ibnotﬁlélh berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun

ak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak
datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan
verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah
terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa
antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak
ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang
bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil
Permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada
pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis
Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada Permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada
harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon
dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin
dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan

firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan

Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
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75 jop &)flﬁ%lail] 1r6n g ]il(lg r% g&?én H%Sgi] Iélgkludn Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat

abulkan;

Nt

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang
bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan,
tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon
(TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.319000,- (tiga ratus sembilan belas
ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2009 Masehi
bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1430 Dzulqo'dah 1429 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H. sebagai
Hakim Ketua Majelis serta Dra. FARIDA ARIANI, S.H. dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-
Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, LUTFI, S.H. sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon

dan Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAIJELIS

Dra. FARIDA ARIANI, S.H. H.A.RIFAN, S.H.

Drs. ABD.ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI
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putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 275.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Leges : Rp. 3.000,-
5. Materai : Rp. 6.000.-
Jumlah : Rp. 319.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



